
vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadlirat Allah Swt, 

yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis 

sehinga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Disertasi ini, yang berjudul 

“Hak Mendahulu Antara Tagihan Kreditur Separatis Dengan Tagihan Pajak 

Dalam Kepailitan ”. Disertasi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. 

Didalam proses kepailitan di pengadilan niaga ketentuan hak mendahulu 

antara kreditur separatis dan tagihan pajak seringkali menjadi dispute yang 

berujung dengan pengajuan gugatan permohonan keberatan dari kantor pajak 

terhadap hasil pembagian boedel pailit yang dibuat oleh kurator.  

Pengaturan yang tidak komprehensif dalam UU No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailian dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) serta ketentuan hak mendahulu yang bersifat sektoral dari undang-undang 

lain khususnya UU Perpajakan menyebabkan persoalan tersebut sampai sekarang 

terus terjadi sebagaimana kasus-kasus gugatan permohonan keberatan yang 

banyak terjadi di pengadilan niaga, untuk itulah Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan terhadap hal tersebut untuk mencari tahu akar permasalahannya dan 

mencari solusinya. 

Penulis menyusun Disertasi ini dengan sungguh-sungguh dan maksimal 

berdasarkan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Didalam penulisan 

tersebut sebagaimana lazimnya apabila ada pengambilan referensi, maka penulis 

mencantumkan sember referensi dalam fotenote pada halaman Disertasi  maupun 
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mencantumkan pada Daftar Pustaka yang terdapat pada bagian belakang Disertasi 

ini sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.  

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini dapat terselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan baik moril mapun materiil dari berbagai pihak yang telah 

turut membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga Disertasi ini 

dapat terselesaikan, khsususnya kepada Bapak Prof. DR. Nindyo Pramono, 

SH.MS, selaku Promotor dan Bapak Assoc. Prof. DR. Henry Soelistyo Budi, 

SH.LLM, selaku Ko-Promotor yang ditengah-tengah kesibukan beliau berdua 

yang sangat luar biasa masih selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk 

perbaikan serta memberikan semangat kepada Penulis sehingga Disertasi ini dapat 

terselesaikan. 

Selain itu tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak DR. (HC) James T. Riady, selaku Ketua Yayasan Pelita Harapan. 

2. Bapak DR. (Hon) Jonatan L. Parapak, M.Eng., Sc. selaku Rektor 

Universitas Pelita Harapan.  

3. Bapak Prof. DR. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. 

4. Bapak  Assoc. Prof. DR. Henry Soelistyo Budi, SH.LLM, selaku Ketua 

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, sekaligus 

selaku selaku Ko-Promotor Disertasi. 

5. Segenap Tim Dosen Penguji yang telah dengan cermat memberikan revisi, 

dan inspirasi untuk memperluas wawasan serta masukan-masukan 
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perbaikan mulai dari awal penyusunan berupa Proposal untuk penelitian 

Disertasi, Sidang Seminar Hasil Penelitian (SHP) dan Sidang Tertutup, 

serta Sidang Terbuka yang akan dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 

2021, untuk itu tidak lupa pula Penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada segenap Tim Penguji Disertasi pada Sidang 

Terbuka yaitu : 

 Bapak DR. (Hon) Jonatan L. Parapak, M.Eng., Sc. selaku Pimpinan 

Sidang Penguji, sekaligus Rektor Universitas Pelita Harapan. 

 Bapak Prof. DR. Bintan R. Saragih, S.H,. Anggota Tim Penguji, 

sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 

 Bapak Prof. DR. Nindyo Pramono, SH.MS, Anggota Tim Penguji 

sekaligus selaku Promotor Disertasi.. 

 Bapak Assoc. Prof. DR. Henry Soelistyo Budi, SH.LLM, Anggota Tim 

Penguji, sekaligus selaku Ko-Promotor Disertasi dan Ketua Program 

Studi Magister Hukum dan Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan.  

 Bapak Assoc. Prof. DR. Jonker Sihombing, SH.MA, selaku Oponen 

Ahli Penguji. 

 Bapak Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MSi., selaku Oponen 

Ahli Penguji. 

 Bapak Prof. DR. Runtung Sitepu, SH. M.Hum, selaku Oponen Ahli 

Penguji. 

 Bapak Prof. DR. A. Anshari Ritonga SE, SH.,MH., selaku Oponen 

Ahli Penguji. 
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6. Segenap Staff Akademik dan  Segenap Staff Administrasi   Universitas 

Pelita Harapan.  

7. Akhirnya ucapan terimakaih yang tak terhingga kepada Orangtua kami    

H. Yachya MH, dan Ibu Hj. Muthmainah yang selalu membrikan nasehat-

nasehat kepada kami, serta istri Nina Nurmasari yang selalu 

menyemangati serta memberikan dukungan terhadap pembuatan Disertasi 

ini sehingga alhamdulillah Disertasi ini dapat terselesaikan. 

8. Para sahabat, teman-teman dan handai tolan yang turut membantu 

terhadap selesainya Diserasi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu 

persatu yang karena diskusi-diskusi yang telah diberikan dapat 

mempercepat penyelesaian Disertasi ini. 

Akhirnya Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempuna, 

untuk itu Penulis  selalu membuka diri untuk menerima saran-saran dan kritik 

yang membangun untuk perbaikan Disertasi  ini di waktu yang akan datang,  

dan selanjutnya Penulis berharap bahwa Disertasi ini nantinya dapat 

memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca, dan dapat menjadi 

salah satu masukan/sumbangsih bagi kepentingan ilmiah dan masyarakat pada 

umumnya. 

                 Jakarta,      Maret 2021 

 

 

 

            Nuruddin  
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